







Berdasarkan analisis pembahasan di atas, maka penulis mengambil kesimpulan 
bahwa bentuk pertanggungjawaban kasus kehilangan ijazah oleh perusahaan 
akibat kelalaiannya dapat menggunakan Pasal 1365, Pasal 1366, dan Pasal 
1367 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Pasal 1365 KUHPerdata 
digunakan karena perbuatan pihak perusahaan mengakibatkan kerugian untuk 
orang lain, dalam hal ini pekerjanya. Pasal 1366 KUHPerdata dapat digunakan 
karena pihak perusahaan berhak bertanggungjawab atas kerugian yang 
disebabkan karena kelalaian atau kurang hati-hatinya. Pasal 1367 KUHPerdata 
dapat digunakan karena pihak perusahaan juga bertanggungjawab untuk 
perbuatan yang dilakukan oleh orang-orang yang dibawah pengawasannya. 
Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, bentuk ganti kerugian dapat 
secara materiil dan immateriil. Secara materiil, bentuk ganti kerugian yang 
diberikan kepada pihak mantan pekerja berupa sejumlah uang (natura) 
disesuaikan dengan perhitungan kerugian yang dialami. Secara immateriil, 
ganti kerugian yang diberikan berupa surat pengganti ijazah sehingga mantan 









Berdasarkan permasalahan dan penelitian penulisan hukum ini, maka penulis 
menyarankan agar Pemerintah Pusat dan Dinas Tenaga Kerja mampu 
melindungi dan membantu menangani kasus kehilangan ijazah lebih cepat dan 
tegas. Sehingga pihak perusahaan kedepannya lebih memperhatikan 
kesejahteraan pekerjanya dan tidak merampas hak asasi mereka. Para pekerja 
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